- untuk lebih memantapkan pengelolaan keuangan daergh
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Anggota Dewan Ingatk:
Bupati Soal Aset .

Gianyar (Bali Post) - | ' :
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuanga
‘merintah Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran
2014 menuai aprésiasi’ positif dari berbagai kalangan,
WTP untuk pertama kalinya bagi Gianyar tersebut dinilai
sebagai pencapaian membanggakan. Namun, tanta gan
untuk mempertahankan WTP jauh lebih berat. Terlebih
lagi terdapat sejumlah hal di pemerintahan yang h;
segera dibenahi. f : -
Ketua Komisi ITI DPRD Gianyar A.A. Gede Agung W
~ mantara, Selasa (9/6) kemarin, mengungkapkan, pihaknya -
memberikan apresiasi pada bupati dalam tata kelola pemer-
intahan terutama keuangan pemerintah daerah sehi gga
Gianyar mampu meraih WTP. M(:jg‘i demikian, pihaknya

tetap mengingatkan agai pemerintah dan segenap kiom-
ponen tidak lantas puas engan raihan tersebut. i
Ke depan, kata dia, upaya mempertahankan WTP akan
jauh lebih sulit. Tantangan akan makin berat. Untuk|itu,
pemerintah harus mampu melakukan pembenahan di ber-
bagai bidang. Salah satunya menyangkut tata kelola aset
daerah. Pengelolaan aset menjadi bagian penting lantaran
masalah ini kerap menjadi kendala bagi sebagian besar
pemerintahan dalam meraih WTP.
. Pihaknya pun meminta pemerintah segera mengambil
langkah strategis, salah satunya sertifikasi aset daer
- Dengan upaya tersebut, mantinya pendataan aset akan
lebih baik dan secara komulatif akan diketahui pergerakan
dari aset daerah. “Sesuai arahan BPKP, semua bentuk set
agar disertifikasi. Saat ini kan belum dilakukan, kar¢na
arahan baru saja diberikan beberapa hari lalu. Tapi|ini
perlu segera ditindaklanjuti,” katanya.
. Lebih lanjut dikatakannya, predikat WTP menj
stimulus dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan
- yang baik. Namun hal yang tak kalah penting adalah
bagaimana program-pro am pemerintah mampu tepat
sasaran. Program yang gi;alankan harus bisa dirasakan

. manfaatnya oleh masyarakat luas. Bupati Gianyar A A.

Gde Agung Bharata juga meminta seluruh pejabat dan staf
di lingkungan Pemkab Gianyar tidak berpuas hati dendan
opini WTP dari BPK. 4 :

Saat memimpin apel di Kantor Bupati Gianyar, Senin
(7/6), dia menekankan, WTP justru menjadi motivasi-

guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bajk.
Mempertahankan predikat tersebut bukanlah hal mud4h.
Dia pun meminta semua pegawai terus menerapkan sikap
 disiplin dalam bekerja. Pegawai harus lebih disiplin, profe-

- sional, meningkatkan kompetensi dan kerja sama. Karena

‘berdasarkan pengalaman, yang paling menjadi masalah
dalam menjalankan tugas adalah kurangnya disiplin dan
kerja sama di antara pega'gai. B

Selain itu, Bupati Agung Bharata mengingatkan sgal
penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tenta hg
Aparatur Sipil Negara terutama dalam proses pengisian -

jabatan. Undang-undang mengamanatkan adanya sist‘?m

lelang jabatan. Bupati pun berharap agar semua pegawai .
meningkatkan kompetensinya. (kmb25)
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BADAN Anggaran (Banggar)
DPRD Badung l}ersam‘a Tim
Anggaran Pemerintah Daerah
(TAPD) Badung, Selasa (9/6)

- kemarin menggelar rapat awal
untuk membahas APBD-P 2015
dan KUA/PPAS 2016. Pemba-
hasan awal ini pertama kali
digelar sebelum Rancangan
APBD-P 2015 dan KUA/PPAS
2016 masuk ke DPRD Badung.

~ Pembahasan dari tim Banggar
dipimpin langsung Ketua DPRD
Badung I Nyoman Giri Prasta

- didampingi Wakil Ketua I Ketut
‘Suiasa dan Wakil Ketua II yang
juga Koordinator Banggar I Made
Sunarta. Sedangkan TAPD yang
hadir dikomandani langsung
Sekda Badung Kompyang R.
Swandika didampingi jajarannya
seperti Kepala Bappeda Badung
I Wayan Suambara, Kadispenda
I Wayan Adi Arnawa, Kepala
Bagian Keuangan I Ketut Gede
Suyasa dan Kadisosnaker IB Oka

irga. ‘

Koordinator Banggar I Made
Sunarta mengatakan ada sejum-
lah persoalan yang digodok dalam
pembahasan Banggar dan TAPD
tersebut. Di antaranya masalah
pelimpahan kewenangan di bidang
pendidikan SMA dan SMK kepada
‘pemerintah provinsi

eli wenangan ini akan

~ berimplikasi terhadap penguran-

gan dalam anggaran, namun di

lain sisi alokasi 20 persen APBD
untuk sektor pendidikan tetap
harus dialokasikan. Nah untuk itu
perlu ada satu kebijakan pengang-
garan yang tetap dapat menjamin
pelaksanaan wajar 12 tahun dan
peningkatan kualitas pendidikan
bagi SMA dan SMK.

Sesuai Permendagri 37/201
tentang pedoman pényusunan
APBD, Banggar juga menyoroti

ehatan khusus untuk tenaga
kontrak dan THL juga tidak
mendapat tanggungan BPJS.
“Soal BPJS ini kami di Banggar

minta agar ada sinergi pro-
‘gram BPJS dengan JKBM dan

JKKB Manguwaras, sehingga
alokasi dana berjalan efektif
tidak tumpang tindih serta tidak
bertentangan dengan aturan,”
kata Sunarta.

Sementara di bidang standar

belanja, ia juga minta ada evalu-
asi sehingga sedapat mungkin
dapat disesuaikan antara PMK
No. 64/pmk.02/2015 tentang
standar biaya masukan ta-
hun anggaran 2015 dengan
kemampuan keuangan daerah.
Sehingga tidak muncul keluhan
akibat terbatasnya anggaran
yang dapat dimanfaatkan un-
tuk mendukung' operasional
SKPD. “Dalam hal ini beberapa
yang menonjol itu seperti BBM,
pemeliharaan kendaraan serta

pemeliharaan fasilitas publik,” -
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gar dan TAPD Badu g Bahas
-P 2015 dan KUA/PPAS 2016

_ beber Sunarta.

~ Yang paling getol disuarakan
Banggar adalah soal dana bergu-
lir untuk koperasi dan UMKM.
Dana ini dalam beberapa tahun
anggaran sudah tidak dialokasi-
kan lagi. Ke depan Banggar
minta ada kebijakan dari pemer-
intah agar koperasi dan UMKM
kecipratan dana lagi.

Politisi Demokrat ini bér-
harap dengan adanya pem-
bahasan yang lebih awal ini
segala aspirasi-yang ada baik
di legislatif, esekutif maupun
masyarakat bisa tertampung
dalam APBD-P dan KUA/PPAS,
sehingga saat pembahasan ber-
sama nanti tidak ada aspirasi
yang tercecer. ¢
Sunarta menambahkan, hari
ini,| Rabu (10/6), Banggar akan
menggelar konsultasi ke Ke-
mendagri untuk mengonsul-
tasikan masalah penyusunan
APBD-P 2015 dan KUA/PPAS
2016. (ad723)

RAPAT - Banggar DPRD Badung ersama Tim Anggaran

Pemerintah Daerah (TAPD) Badung, Selasa (9/6) kemarin
menggelar rapat awal untuk membahas APBD-P 2015 dan
KUA/PPAS 2016. "T : .

tidak bolehnya kepala daerah
dan DPRD mendapat BPJS.
Selain itu program BPJS Kes-

s i
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Kejanggalan

Gianyar (Bali Post) - L

toran Pajak

erusahaan Beton

b : latif bukan berdasarkan data

Komisi I dan Komisi IITl DPRD Glaﬂyar, Selasa (9/6) riil water meter. “Sudah tidak

kemarin, menggelar sidak ke sejumlah perusahaan
pemasok beton dan aspal siap pakai di seputaran
lantra, Blahbatuh. Hasilnya,
dewan menemukan kejanggalan pada pembayaran
pajak air tabah di tiga perusahaan itu.

Jalan By-pass 1.B.

“Ada hma perusahaan
di jalan by-pass. Tiga di
antaranya masih beroperasi,
sedangkan dua lagi sudah
tutup. Dari tiga ini, kami
temukan permasalahan pem-
bayaran pajak air tanah.
Telah terjadi kebocoran pajak
sehingga potensi pajak a1r
tanah selama ini menguap,”
kata Ketua Komisi III DPRD
Gianyar, A.A. Gede Agung
Wiramantara.

Tiga perusahaan dlmak-
sud yakni PT Harapan Jaya
Beton, PT SiCG Read}ymix

sesuai. Ini menyimpang dari
Perda Nomor 18 Tahun 2010
tentang Pajak Air Tanah,”
kata Wiramantara.

alam Perda terdapat ke-
‘tentuan mengenai pengenaan
tarif. Di antaranya, O sampai

Indonesia, dan PT Sinar Bali
Beton. Permasalahan serupa 50 kubik dikenakan tarif IRP
terjadi di Harapan Jaya Beton 18 ribujper kubik. Sedang
dan SCG. Kedua perusahaan di atas 50 hingga 100 ku 1k
ini sama-sama menggunakan  dikenakan tarif Rp 20 ribu
air yang bersumber dari air  kubik. Sementara pada ka us
tanah (air bawah tanah). dua perusahaan tersebut,
Water meter pun telah di- menggunakan sistem aku-
pasang. Akan tetapi, dewan mulatif atau perkiraan yang
menemukan water meter di = jauh lebih rendah ketimbang
kedua perusahaan tersebut perhitungan berdasarkan
tidak berfungsi. data water meter. Rata-rata
Alhasil, data penggunaan pembayaran pajaknya hanya
air tanah tidak akurat. Fa- Rp 369 ribu sampai Rp 500
talnya, pajak yang dikenakan  ribu per bulan. Ini jauh leb1h
menggunakan sistem akumu- rendaq dari perhltungan de-

Hal

Retbu, o jum 2018
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wan yang mencapai ]utaan
ruplah ;
Di PT Sinar Bali Beton,
lltktanya, justru lebih parah.
asalahnya, pajak justru
disetor ke provinsi. Padahal
sesuai amanah Undang-un-
ng Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan
tribusi Daerah, kewenan-
gan pemungutan pajak air
tanah telah dilimpahkan ke
plemkab
. Lebih lanjut eraman,tara
mengatakan, permasalahan
embayaran pajak di sejum-
lah perusahaan itu diduga su-
h berlangsung sejak lama.
Itu berarti potensi pajak yang
telah menguap cukup tinggi.
Hal ini jelas sangat merugi-
kan daerah. Apalagi meng-
ingat pendapatan dari pajak
air tanah di triwulan pertama

target yakni masih k Arang
0,05 persen. Pendapatan di
Rp

pemungutan pa]ak

gas harus lebih teliti dan

mengecek secara detail di
lapangan. Yang jelas kami
akan panggil instansi terkait
khususnya Dlspenda ntuk

apa saja yang sudah
kan untuk mengintengifkan
pemungutan pajak.
juga akan meminta penjela-
san terkait masalah pemba-
yaran pajakau'tanahy ngke
provmsl, > katanya. (kmb25)
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Tabanan (Bali Post) -

Setelah diperiksa sebelumnya, I Gede Jagrem dan Nyoma Candra Dewi,

Selasa (9/6) kemarin kembali diperiksa penyidik Kejaksaan
terka} kasus pemerasan. Yang mengejutkan, meski kedua te angka tersebut

egeri Tabanan

kooperatif memenuhi panggilan penyidik, keduanya akhirnya ditahan dan diti-

di LP Tabanan.

|
|

Ré'ug wajah kesal bercam-
pur sedih bahkan terpancar
ketika mereka dibawa menuju
mobil tahanan kejaksaan.
Candra Dewi yang kini masih
menjabat Kasubag Hukum
dan Kepegawaian di DKP pun
tak bisa menyembunyikan
air matanya ketika putrinya
menghampirinya. Begitu juga
Jagrem, mantan Kabid Per-
alatan dan Angkutan DKP ini.
Ia hanya diam dengan raut
wajah kesal masuk ke dalam
mobil tahanan kejaksaan.
Awalnya, baik Jagrem mau-
pun Candra Dewi memang
dipanggil penyidik kejaksaan

tipka

* untuk/ kembali menjalani

pemeriksaan kedua setelah
ditetapkan menjadi tersangka.
Mereka pun datang sekitar pu-

‘kul 10.00 wita dengan didamp-

ingi kuasa hukum. Keduanya
pun tak menyangka jika akh-
irnya harus mendekam di
balik j lerujl usa1 pemeriksaan
kedua.

Kuasa hukum kedua ter- :

sangka Nyoman Nadayana,
S.H., M.M. mengaku kaget
terhadap keputusan kejak-
saan yang dinilai belum layak
dilakukan penahanan. “Ked-
uanya dipanggil untuk mem-
perjelas uang pinjaman dari
Candra Dewi ke salah seorang
pegawai. Awalnya saya tidak

NN

punya firasat apapun, hingga
sekitar pukul 13.30 wita da-
tang tim jmedis memeriksa
kesehatan kedua klien. Pen-
galaman paya, kalau sudal}
diperiksd kesehatan pasE‘
arahnya ke penahanan, da
betul itu terjadi,” jelasnya.
Terkaif penahanan kedua
kliennya, dirinya pun beren-
cana menbuat surat penang-
guhan penahanan serta mem-
persiapkan diri menyusun
gugatan praperadilan. “Untuk '
gugatan praperadilan kami
butuh waktu satu minggu,”
ucapnya. Ml
Ia menyoroti ada perbe-
daan sangkaan antara surat

Hal
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penetapan penahanan. f
lam panggxlan meteka

surat yang dlbenkan ke aya
selaku kuasa hukum dis-
ebutkan tindak pidana koru-

akan melakukan langkah-
langkah hukum selanjutnya,”
tegasnya.

Tabanan Atang Bawono, S.H.,
M.H. didampingi Kasi Pldsus
Fathur Rochman menjelaskan
penahanan kedua tersangka

tersebut setelah melihat hasil
akhir pemeriksaan telah me-
langgar{ pasal yang gka-

yakni pasal 12 e UU No.
g Tahun 2001 tentang pem-

erantasan tindak pidana ko- . -

psi. Bagaimanapun juga 1

Kepala Kejaksaan N gen‘

itu s tergantung
‘buktl, ketemngar?%a

\tan praperadilan yarng

Juta m:fkmmalRp 1n i ia :

i ‘Penahanan ke a ter-.

ter§angka, dltegaska ya tim

- penyidik Kejaksaan Negerls

Tabananakanterus mela ‘
ggung‘

~apakan kemungkm n a!gan
- adanya penambahan fe s r

ka, pejabat asal Suko
tidak. menutup kem
itu bisa saja terjadi.

nya. &
Dlsmggung tentan guga-

Hal

rupsi, dengan ancaman pidana ~ dilakukan oleh kuasa hukum

minimal 4 tahun maksimal kedua tersangka, Atang Ba-

20 tahun atau seumur hidup, Wwono mengatakan %ﬁl%‘ X

dengan denda minimal Rp 500 para tersangka. (km

= -
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i

Jembrana Ditar: et
Rampung Tahun Ini

Negara (Bali Post) - =
Menghadapi pasar bebas,

penguatan pasar tradisional

sebagai pilar ekonomi ker-

akyatan penting dilakukan

untuk dapat bersaing. Di sini-
lah pﬁran pemerintah dengap
membangun dan memperbai-
ki pasar tradisional. Hal itu
diungkapkan Wakil Bupati
Made Kembang Hartawan,
Selasa (9/6) pagi saat melaku-
kan sidak di Pasar Umum
Jembrana yang tidak lama
lagi akan direhab.

Wabup Kembang yang

didampingi Kepala Dinas
Perindustrian, Perdagangan
dan Koperasi (Perindagkop)
I Made Yasa dan Kabid Per-

dagangan I Komang Susila

mengatakan dalam perbaikan
pasar yang tidak kalah pent-
ing diperhatikan ialah terkait
relokasi. “Persiapan relokasi
para pedagang sangat pent-
ing untuk diperhatikan, kar-
ena dalam minggu-minggu
ini, perbaikan pasar umum
Jembrana segera digarap

dan selesai tahun ini,” kata
Kembang. =~

Pemerintah berkomit-
men memperkuat ekonomi
kerakyatan, melalui pem-
bangunan pasar tradisional.

Selama ini telah dibangun

dan direnovasi sedikitnya
sepuluh pasar. Di antaranya
tahun 2012 Peken Ijo Gading,
Pasar Senggol Pekutatan, ta-
hun 2013 Pasar Yeh Embang,
Pasar Gilimanuk, Pasar Me-

laya, dan Pasar Lelateng.

Pada tahun 2014 Pasar Desa
Batu Agung, Pasar Desa

Baler Bale Agung, Pasar

Senggol Yehembang, dan
Pasar Tenten Banjar Tengah.
“Tahun ini yang direnovasi
ialah Pasar Umum Jembrana
dan Pasar Umum Pekutatan,
targetnya akhir tahun ini bisa
tuntas,” tegas Kembang.

Selain infrastruktur untuk
mendukung aspek k
dan kenyamanan, emerin-
tah juga melindungi pasar
tradisional dengan Perda
No. 8 Tahun 2010 tentang
Penataan dan Pemberdayaan
Pasar Tradisional, Pusat Per-
belanjaan dan Toko Modern.
“Perda ini membatasi untuk
pasar modern berjaringan,
kecuali yang sudah
pengusaha lokal,” pungkas
Kembang. Sehinggh peda-
gang pasar tradisiohal bisa
bersaing dengan pasar mod-
ern berjaringan.

Terkait dalam waktu dekat
ini ada upacara pamelaspas
Balai Banjar Menega, Ke-
lurahan Dauh Waru, dan
upacara (karya) di Puri Jem-
brana, lantaran lokasi pasar
berdekatan dengan kedua
tempat itu, Wabup meminta
kepada Dinas terkait agar
keberadaan pasar di tempat
relokasi harus terus dipan-
tau. Termasuk parkir yang
meluber sampai ke jalan be-
sar. Para pedagang di Pasar
Umum Jembrana kemarin
mulai persiapan perpindahan
(relokasi) ke lokasi yang telah
disiapkan. Lokasi relokasi
nampak disiapkan herjejer
100 meter di sepanjang jalan

di sisi timur pasar, menggu-
nakan setengah dari jalan.
(kmb26) ‘ -
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